KEPUTLSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

Mermbang

Menpirgat

PROVINSI SULAWESI BARAT
MOMOR 4749 Tahun 2119

TENTANG
PEMDERIAN [ZIN OPERASIONAL PENIHELAN

MADRASAH IBTITIAIYAH BAITURRAIM
KAHURPATEN POLEWALD MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlla ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PECVINGT SULAWESL BARAT,

i bahwa dalam rangka pelaksanaan kelenluan Poasal 8§ syal (2]

Poeratuvan  Menteri Agama  Nomor 90 Tahun 2013  teniang
Penvelengparasn Pendidikan Madrasah, perlu memberiican izin
operasiondal terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
Wilavah Eementerisn Apama Provinst Sulawest Barat;

bahwa dolam rengks meningkatkan akses pendidikan madrasah
vang bermutl, periu memberikan kesempslan masyarakad melalod
organisasi berbadan hukm uniunk menvelenggarakan mednasaby
sesuHl denean standar nasional pendidilean;

o bBabws Madrasah yvang tereantom dalame Tampiran Kepuinser ind

telah memenubi persvaratan administranf, toknis, dan kelayakan
vang telah dibetapkan;

. balvws berdasarkan pertimbangan sebagpimans dimakaud dalam

hurul &, b dan ¢ di atas, perlu menelapkan Keputusan Kepala
Kontor Wilapah Kementerian Agama Provinst  Sulswes Barat
lertang . Pemberian  [zin Operasional Pendician  Madrasah
Ibtidaival Baitnrahim Kabupaten Polewali Masndar.

. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidiken Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2003 Momor T8, Tambahan Lembaran Megara Republik Tndonesia
Mammor-4301);

. Undanp-Undanp Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurn dan Dosen

{Eembmaran Nepars Hepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor - 157,
Tambahan Lembaran Nepaca Republik Indonesia Nomior 3536];

Peratuean Pemerintah Momer 19 Tabun 2005 tenrang Standar
Nasinnal Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496} sebagaimana telah didbah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 wentang Perubahan atas
Peraturan Pemeriniah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Wasiotal Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesis
Momor 34 10);

4. Peraoarar..



4, Peraturan. Pemerintah Momor 47 Tahun 2008 fentang Wajib
Belajar Penchidilean’ Dosar (Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negars Republil
Intlonesia Momor 4863),

5, Peraluran Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Péndanaan
Perdidikan [Lembaran Megaa Hepublilk Tndonesia: Tahun 2008
Momor 91, Tambaphan Lembaran Wegara Hepublik  Incdomesds
Momar 4564},

0. Feraturan Pemerintali Momvor 74 Tahun 2008 tentang Goam
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Komor 194,
Tamhaban Lembaran Negara BEepubhk Indonesia Momor 44941

7 Peraturan Pemerintal Nomor 17 Tahun 2010 bentang. Pengelolaan
dan Penyvelenggaraan  Pendidikan  {Lembaran Nepars Republik
Imdenesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lemberan Nepara
Republik Indonesia Momor 5150) secbagamens  telah  diubah
denpan Peratoran Pemennizh Nomod 660 Tabun 2000 fentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerdniah Nomor 17 Tahun 2010
leritung Peneelolasn dan Peovelenggaraan Pendidiken (Lembaran
Negary Hepublik Indonesia Tabun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157

B. Peraluran Menlerd Pendicdikan Nagional Nomor 24 Tahnn 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasdh
Thridaivah, Sckolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyal,
dan Sckolah Mencngah Atas) Madrasah Aliyal,

Q. Peraturan Menterd Pendidikon MNasions] Womor 15 Tabun 2010
lertarg Standar Pelayanan Bitudnal Hendidilear i
Kabupaten /Kota sebugaimana telah divhah menjadi Peraturan
Menteri Pendidilun dan Kebudayaan Nomor 23 Tabun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menleri Pendidikan Nasional
Momor 15 Tahun 2010 tentang  Standar  Pelayanan Minimeal
Pendidilan di kebupaten /Kota,

10, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekaolah
(Berita Wegara Republik Tndonesia Tahun 2012 Nomor 2063)
sebagaimana telah divbah dengan Peraluran Menteri Agama
Mamaor 31 Tabun 20713 tentang Perubahan Atas Peramran Menteri
Agama Nomior 2 Tahun 2012 tentang Pengawas: Muadrasah dan
Pengawas Pendidikan Agauma Islam pada Sckoluh [Herita Negara
Republik Indoncsia Tahun 2013 Nomor GEd);

11. Peraturen Menterd Agpma Momor I3 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerion Agama
(Berita Negara Hepublik Tndonesia Fahun 20012 Nomor 8al),

12, Peraturan Menteri Agama Nomer 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenpggaran Pendidikun Madrasab (Berita Negara Republik
Indoresia Tahun 2013 Nomor 1382) schagaimana telah didbah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomaor 60 Tahun 2015 tentang
Perubnhan Atas Peraturan Menteri Agama Nomer 90 Tahun 2013
tentang Penyelengearuan Pendidilkan  Madrasah {Berita Nogara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 173533

MEMUTUSKAN ...



Menetapkan

KESATII

KEDUA

KETIA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSEAN :

KEPUTUSAN EEPALA HANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGATMA PFROVINEGI SULAWESI BARAT TENTANG
PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH BAITURRAHIM HARBRUPATEN POLEWALI
MANDAR,

Memberikan izin operasional pepdivien madraseh  kepada
Madrasah sebagaimana lercanium  dalam  Lampirsn  yang
merupakon bagian tdak terpisabban dan Keputusan inid.

—

Setelah jangks waktu 7 tahun, Kepala Madrasah vang
bersangkutan wajib:

L Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah lepada
Kepala Kentor Kementerian Agama yang memuat paling
selikit perlkembangan jumlah peserta didik, pelalsanaan
Kuntkulum, pelaksanaan pemecnuhan  standar  sarang
prasarana, dan pelalksanaan pomonuban standar pendidik
dan tenaga kepetdidikan; <ot/ atau

b Menganlian peerud et Visibasl akreditast
sekolah /madrasah kepads DBAP-S/M  sesual  keterituse
peraturan penidang-undangarn.

Dulam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Dikium KEDUA huraf a dinilai memenutd  standar
pelayanan  minimual penyelenggaraan pendidikan dan /ataa
hasil akreditast sebagaimans dimaksiud Dikoom KEDUA huruf
b mendapat peringkad minimal €, maka izin  operasional
sebhagaimana dimakand dalam Diklum KESATU tetap berlako.

Dalam hal perkembangan Madrasah schagaimana dimaksud
dalam Diktum HKEBUA bhurfl a dindsi memenuhi standaer
pelayanan minimal penyvelenggaraan  pendidikan dan/atau
hasil akreditas] sebappimana dimaksud Hktom KEDUA humal
b tidak mendapad peringlkat minimal C, maka izin operasionsd
sebagaimana dimsksud dalam Diktum KESATU dicabut,

Kepulusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Macmuju
Pada tanggal 9 Sepltember 2019

o =KEPALA KANTOR WILAYAH
T U KEMENTERIAN AGAMA

VIMST SULAWESI DA




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS! SULAWESI BARAT

NOMOR 479 Tahun 20149

TENTANG

PEMBERIAN LZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH BAITURRAHIM
KABUPATEN POLEWALT MANDAR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 |Nama Madrasah MI. BAITURRAHIM
2 |Nomor Statistik Madrasah L11276040081
3 |Alamat Madrasah JI. Masjid Baiturrahim, Lingk. Gernas, Kel,

Madatte, Keo. Polewnal
Pesa f Kelurahan Madatte
Fecamatan Polewal
Kabupaten Polewali Mandar
Prowinsi Sulawesi Barat

MNama Organisasi Penvelenggara [YAYASAN ANNUR BAITURRAHIM

Akte Notarls Organisasi No. 22 Syarif Rahmat Tasman, $.H Tanggal
Penvelenggara 13 Februari 2019

6 |Pengesahan Akte Notaris AHLLOOD2881 AH.01.04. TAHUN 2019
Organisasi Penvelenggara Tangeal 22 Februard 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
= e OKEMENTERIAN AGAMA

. PROVINSI SULAWES] T

M. MUFLIH B. FATTAH [

-
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